BUPATI ENDE

;

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE N
TENTANG PENJABARAN ANG

Menimbang :

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenubhi

1.

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMORS TAHUN 2020

TENTANG
OMOR 41 TAHUN 2019

GARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

dan menjawab berbagai

kebutuhan yang sedang terjadi di daerah dan tuntutan regulasi
pengelolaan keuangan pada Tahun Anggaran 2020, maka perlu
dilakukan perubahan anggaran yang termuat dalam Peraturan

Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah — daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 );

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

(Lembaran Negara Republik
an Lembaran Negara Republik

Perimbangan Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambah
Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republi
Nomor 5 Tambahan Lembaran Ne
Nomor 5272);

10. Peraturan Pemerintah Nomor

k Indonesia Tahun 2012

gara Republik Indonesia

12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Republik Indonesia Nomor 6322);
Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Tambahan Lembaran Negara

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri
ah, sebagaimana telah

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310});
33 Tahun 2019 tentang

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
tan Belanja Daerah

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapa

Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 655)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2019
ndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten

tentang Anggaran Pe
Ende Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Ende Tahun 2018 Nomor 9);

Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Daerah

15. Peraturan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 41).

Dipindai dengan CamScanner



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI ENDE NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

ENDE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 41) diubah

sebagai berikut :
gka 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal |
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara

1. Ketentuan Pasal 1 an

n 2020 terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 90.000.000.000,-

b. Dana Perimbangan Rp. 947.628.756.000,-

¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  Rp. 250.247.624.500,-
Rp. 1.287.876.380.500,-

Jumlah Pendapatan

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung
a). Belanja Pegawai Rp. 499.817.740.100,-

b). Belanja Hibah

Rp. 17.376.000.700,-

Semula

Bertambah Rp. 150.000.000,-

Jumlah Rp. 17.526.900.700,-
c). Belanja Bantuan Sosial

Semula Rp. 5.105.000.000,-

Bertambah Rp. 150.000.000,-

Jumlah Rp. 4,955.000.000,-
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d). Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Desa Rp. 4.000.000.000,-

e). Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa Rp. 269.900.087.700,-

f). Belanja Tidak Terduga

Semula Rp. 2.000.000.000,-

Berkurang Rp. | 2.000.000.000,-)

Jumlah Rp. 0,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 796.198.828.500,-

b. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai

Semula Rp. 39.865.737.150,-
Bertambah Rp. 479.911.000,-
Jumlah Rp. 40.345.348.150,-

b) Belanja Barang dan Jasa
Rp. 232.604.637.422,-

Semula
Berkurang Rp. (1.552.477.010,-)
Jumlah Rp. 231.052.160.412,-
c) Belanja Modal
Semula Rp. 212.207.477.428,-
Bertambah Rp. 3.072.566.010,-
Jumlah Rp. 215.280.043.438,-
Jumlah Belanja Langsung Rp 486.677.552.000,-
Jumlah Belanja Rp. 1.282.876.380.500,-
Surplus Rp 5.000.000.000,-
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. -
b. Pengeluaran Rp. 5.000.000.000,-
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2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran ] Peraturan

Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
alamat dan besaran alokasi Hibah yang diterima

lebih lanjut dalam Lampiran III

Rincian daftar penerima,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci

Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5
alamat dan besaran alokasi Bantuan Sosial yang
1 dirinci lebih lanjut dalam

Rincian daftar penerima,
diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

hingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, se

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
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Pasal 1II
Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan pPenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 30Maret 2020
T.?UEQTI ENDE,
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Diundangkan di Ende
pada tanggal 2°Maret 2020

DAERAH KABUPATI?@DE,Q
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